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KEPUTUSAN RETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
Nomor : W2.U11/46/SK/KP.04.6/01/2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA TEAGADLARN NEGER KISARAR

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan
kualitas terhadap pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait
lainnya;

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik maka tiap-tiap lembaga Negara yang
menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar
pelayanan pubiik;

c. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari
keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-
Badan Peradilan dibawahnya Berdasarkan Peraturan Perundang-
lIndangan dan prinsin-grinsin pelavanan puhlik:

d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya
maka Pengadilan Negeri Kisaran perlu menyusun standar
pelayanan pudlik vyang dapat¢ djadikan acuan untuk
menyelenggaran dan memberikan pelayanan publik bagi pencari
keadilan dan masyarakat;

e. Sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, ¢, d maka periu
ditetapkan standar pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri
Kisaran.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
KeHakiman,

5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administarsi pada Mahkamah
Agung RI (Buku 11I);

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
076 /KMA/SK/V1/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
026/KMA/SK/11/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN

NEGERI KISARAN;

: Mencabut surat Xeputusan Retua Pengadilan Kisaran TNomor

25/SK/KPN/2/2021 tanggal 23 Februari 2021, tentang Pembentukan
Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Kisaran;

Menerapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran
sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai dasar
bagi Pengadilan Negeri Kisaran dalam memberikan Pelayanan kepada
publik dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang
dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kisaran;

Memerimtafikan Kepada setiap Dagian Kepaniteraan fengadifan Negerl
Kisaran untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bagian Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kisaran;

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri
Kisaran disebut dalam [apiran Surat Keputusan ini;

Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran surat keputusan ini akan
diterapkan ¥€oin tanjuy;

Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

Reterituan Oafiwa apadiia ditemodian fard derdapal ATRedruan akarn

diadkan perbaikan seperlunya.

511 T O REGSSARRRNS
Pada : 02 Januari 2023




Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

Tentang
Nomor

Tanggal

: Penetapan Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Kisaran
: W2.U11/46 /SK/KP.04.6/01/2023
: UZ Januarn Z0Z3

SRARDAR PEAANARAN, PERARAL A0L
PENGADILAN NEGERI KISARAN

I. KETENTUAN UMUM
A Tejuesn
1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan

masyarakat.

2. Mrvingratlan rRyprmayran nasiendliat 'rpeda 'enkaga pruadilan.

B. Maksud

1

2
3.

Sebagai hagian dari kamitmen Pengadilan kenada masyarakat nntuk memberikan
pelayanan yang berkualitas.

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan.
Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Kisaran dalam penyelenggaraan
pelayanan.

C. Ruang Lingkup

L

X

3.

Pelayanan Pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini
adalah pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kisaran.

Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah standar pelayanan yang berada di
Pengadilan Weger: Risaran

Standar Pelayanan yang disusun pada masing-masing Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kisaran memuat:

a. Dasur frakur,

b. Sistem Mekanisme dan Prosedur

c. Jangka Waktu

d. Riane, ahe tagif

e. Produk Pelayanan

f. Sarana Prasarana

2. Kompetensi Pelaksana

Secara umum Pengadilan menyediakan pelayanan sebagai berikut:

a. Pelayanan Administrasi Persidangan

b. Pelayanan Bantuan Hukum

c. Pelayanan Pengaduan

d. Pelayanan Permohonan Informasi

D. Pengertian

1.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara
dan penduduk atas suatu ‘varang dan jasa atau peiayanan adminisirasl yang
diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggrraan pelayanan dan acuan pertiiaian Aualitas pelayanar
sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

. Pelawanan Pengadilan adalah kegiatan atan rangkaian kegiatan dalam. rtangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari
keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan
dibawahnva berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip
pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan Pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara
adalah setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan Pengadilan.



5. Pelaksana pelayanan Pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah
pejabat, Pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan Pengadilan.

6. Masyarakat adafah sefurufi pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai

orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan
sebagai penerima manfaat pelayanan Pengadilan, baik secara langsung maupun
1idak wngsoung.

7. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

[I. STANDAR PELAYANAN UMUM PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN

A. Pelayanan Persidangan

1.

Sidang Pengadilan Negerl Kisaran dimulal pada jam 9.00. Dalam hal sidang tertunda
pelaksanaannya, maka Pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan
penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.

Pemanggilan para piltak dilakukan dengan cara pemanggilan para pittak aleh
Petugas Pengadilan yaitu penjaga sidang agar masuk ke ruang sidang untuk
pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian; atau pemanggilan para pihak oleh
Petuugas Pengadilan Negeri Kisaran terhagi meniadi dua sesi, yaitu sesl pagh dari jam
9.00-12.00 dan sesi siang dari jam 13.00-17.00. Pemeriksaan perkara dilakukan
berdasarkan sistem antrian.

Pengadilan mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan
pengumuman, situs resmi Pengadilan dan media lainnya yang mudah dilihat
masyarakat.

. Pengadilan menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari

keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus
untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut,
masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua
Majelis Hakim sebefum hari sidang dimulfai; atau dapat mengajukannya secara [isan
di hadapan Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri Kisaran memutus dan melakukan pemberkasan (minutasi)
perkara pada  dalam jampgka waki maksimal S {ima) bulan terhitong sejak perkara
didaftarkan.

Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan
mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atan perkaranya melalui meja
informasi, situs Pengadilan atau media informasi lainnya.

B. Biava Perkara

1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan Pengadilan pada
perkara pidana.

2. Besarnya panjar biaya perkara pada tiap-tiap Pengadilan ditetapkan melalui
Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Kisaran dan diumumkan kepada
masyarakat melalui papan pengumuman media informasi dan situs Pengadilan
Negeri Kisaran.

3. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata, Besarnya panjar
biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM).
Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun
yang tidak tertera dafam SKUM.

4. Panjar biaya perkara perdata, didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak
yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang
dipengglt serta biaya adrmmistras), yang dipertangguangjawabkan dalarmn patasan.

S. Pembayaran biaya perkara melalui bank yang ditunjuk yaitu PT BTN Cab
Kisaran.

6. Pengadilan Negeri Kisaran akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal
panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.

7. Pengadilan Negeri Kisaran memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya
perkara vang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut



tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan
diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat
diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).

Pengadifan menetapkan biaya pendaftaran upaya iiukum banding dalam SKUM
yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya pemberitahuan
berkas perkara biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi,
izya pengirinan nang meiahn vank j Kantor pos, ongkos Kirm berkas dan biaya
pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.

. Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya

hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan
pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya
pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya
pemberitahuan kepada para pihak.

10.Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang

kas melalui Bank BTN Cabang Kisaran dengan Nomor Rekening 00001117-01-
30-000017-6 An. RPL 076 PN Kisaran disertai bukti pengirimannya dilampirkan
dalam berkas perkara yang bersangkutan.

11.Pengadilan Negeri Kisaran akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum

peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan
kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang
melalui bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan.

C. Pelayanan Bantuan Hukum (PERMA No. [ thn. 2014 Tentang Pedoman Pemberian
layanan Hukum bagi orang yang tidak mampu) di Pengadilan Negeri Kisaran.

%

2.

Masyarakal dapel menggunakan layanan bantuan hukum yang ‘ersedia pada

setiap kantor Pengadilan Negeri Kisaran

Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri

Kisaran terdiri dari:

1. Layanan pembebasan biaya perkara

2. Penyediaan Pos Bakum

Penvediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) vang mudah diakses oleh pihak-

pihak yang tidak mampu.

Pengadilan Negeri Kisaran menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan

lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan

memberikan layanan hukum sebagai berikut:

a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;

c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara
pidana maupun perkara perdata;

d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk pembebasan
pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berfaku;

e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk mendapat bantuan
jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.

Penpatilem memberikem layaman pembebasen bieya perkara {prodeo) kepada

pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua

Pengadilan Kisaran atau kepada Ketua Majelis Hakim.

Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang

berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi

antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya

saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya

penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan

berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya

kepada Ketua Pengadilan Kisaran dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat;
atau



VidByATdkadl  ydaTlg OCISTNgKeta 0apal  eRyelesdikar  Selgkeia  mereka
melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.

Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan
Gugatan Kepada FPengadifan yang Oerwenang untuk mempercfefs Akia
Perdamaian.

Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak
memiaivr’san gugeien merdia B Pengedilian dengen mennprREn NSt
kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

5 Pelapcnar Lnoye Hadoaom

a.

Pelayanan Administrasi Banding

Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui
Panitera Muda Perdata pada Meia Pertama di Pengadilan Negeri dalam
waktu 14 (empat belas] hari kalender terhitung keesokan harinya sejak
putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang
dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama
mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Banding
kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak
terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu
diterimanya memori banding.

Pemohon danding dapat mefakukan pencadutan permofionan danding
dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang
ditanda tangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan
Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka
waktu S (lima) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No. 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara),

Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, salinan
putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk
segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh
Pengadilan pengaju dalam waktu 14 (empat belas} hari.

Pelayanan Administrasi Kasasi

Penggugat atau fergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi
melaluiPanitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri
dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya
s€jdk purusan drmcapkan arau diventdnukan pada pindx yang tddk nadir.
Pemohon atau Termohon dalam perkara permohonan dapat mengajukan
kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diberitahukan
tepadanya.

Pemohon kasasi harus membayar panjar permohonan kasasi yang
dituangkan dalam SKUM. Pengadilan mencatat dalam buku register dan
memberikan, Atz Pernvatazn Kasasi kenada nemaban, kasasi apahila naniax
biaya kasasi telah dibayar lunas.

Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kasasi selambat-lambatnya
dalam waktu 14 fempat belas) hari sesudah pernvataan kasasi diterima pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera wajib memberikan tanda terima
atas penerimaan memori kasasi.

Pemohon Kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi yang
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang ditanda tangani oleh
pemohon kasasi dengan menyertakan Akta Pencabutan Kasasi yang
ditandatangani oleh Panitera.

Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi dalam jangka
waktu 5 (lima) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No. 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara).



XK. Prugadian menyediakan salinan putusan Pengadilan kepada para pihak,

paling lama 14 {empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka
persidangan. Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan
putusan. Pengadifan wajib membentafiukan pafing fama 3 (tiga han] setefah
putusan dibacakan dimuka persidangan

3. Gugaian PerwaXian Aelompox {Liass Achior)

a.

&

Dasar Hukum:

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.

Masyacziat dapat areagafudoa  gugebeo  arelalud anclorodsome  gugEteEa

perwakilan kelompok (Class Action). Gugatan perwakilan kelompok diajukan

dalam hal:

- JDamlab engeota kelomnok semakin, banyalk sehingga tidalk efeldtif daxn,
efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara
bersama-sama dalam satu gugatan.

- Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum
yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat kesamaan jenis
tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

- Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi
kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

- Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapat
mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam
perkara iingkungan dan perlindungan konsumen.

- Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang
mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan
antara lain dalam Undang-undang No. 23. Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-undang No. 8 Tahun 1999
Pasal ! angiz 19 jo. Pasal 2 ayat f Peraturan Pemreriméalt No. 59 Tadun
2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen.

Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur

ARz Pexdada g heslalow, dem hesus memaaRl.

- Identitas [engkap dan jelas dan perwakilan kelompok.

- ldentitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.

- ldentitas lengkap dan jelas wakil kelompok. tanpa menvebutkan nama
anggota kelompok satu persatu.

- ldentitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban
melakukan pemberitahuan.

4. Pelayanan Mediasi

a.

b.

C.

Dasar Hukum:

PERMA No. 1 Talwtn 2016 tentang Mediasi di Pengadilan

Mediasi dalam Persidangan :

- Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam
persiangan dan Bdak Sipungat tiaya.

- Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator
yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya S5
{orra) nama aredictar dam disertal dengan intar bhelakwng perrdidilen stan
pengalaman para mediator.

- Para pihak dapat memilih mediator yang bukan Hakim. Dalam hal
demilkian mala hiava mediator meniadi hehan nara pibals.

- Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis Hakim akan segera
menunjuk Hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat
pada Pengadilan vang sama untuk menialankan fungsi mediator.

- Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup
dengan tidak dipungut biaya.

Mediasi di Luar Persidangan(di Luar Pengadilan) :



D. rrrkara rergaia
1. Pelayanan Permohonan

a.

b.

Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis kepada
£ctua mga@ ’Vf:gcr:' f3saran.

Petugas Meja 1 pada Pengadilan wa_ub memberikan bukti register dan nomor
urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah
Yihemdoolazen dndzen VA Aetom Prrpnaliice Kiroown Yom dWomdazm TR,
Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, masyarakat dapt
mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

Jans dasrab bulnimnye seelipudi tompat baogoal anak yangs hendak

diangkat.

Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangi Advokat
Piket pada Pos Bantuan Hukum (Poshakum) Pengadilan setempat vang akan
membantu Pemohon untuk menyusun surat permohonanmnya.

Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan para
pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.
Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1
(satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang yang
sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktu
selambatiambainya 2 {duaj; minggu sejak sidang pertama {Kecuali
ditentukan lain dengan (undang-undang}.

g. Pengadilan wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang dapat

h.

diajufan permofionan.
Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan kasasi.

2. Primymonsn Chirminm

a.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan melalui petugas Meja
Pertama dengan menyerahkan surat gugatan , minimal 5 ({lima} rangkap.
Lintuk gugatan dengan tergugat lehih darnt satn, maka surat gougatan
diberikan sesuai jumlah Tergugat berikut Softcopynya.

Masyarakat sedapat mungkin menyerahkan salinan lunak (softcopy) surat
gugatan kepada pelaksana layanan Pengadilan.

Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) dari petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai
rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar. Penggugat melakukan
pewbayaran panjar melaiui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.

Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada Petugas
Meja Pertama untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta Surat
Gugatlan yang suddn dioaoun cap landa pendaftarun dan petugas pada han
yvang sama atau selambat- lambatnya 2 {dua) hari kerja

Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang
felelr dibaymrkar  tidek onernceekeegy. | Remgproged daprat anelakeekan
pembayaran Penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui bank yang
ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Kisaran.

Pengadilan. waijh menstankan. hari. sidang, selamhat-lambatona 2 {tiga), baxi
kerja sejak perkara diterima oleh majelis Hakim.

Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban,
replik, duplik. pembuktian. kesimpulan, putusan. minutasi) diselesaikan
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 {lima) bulan semenjak perkara
didaftarkan.

Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang hari pertama dari
Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga} han sebelum sidang pertama.
Penentuan  hari sidang pertama sejak perkara diregister ditentukan
berdasarkan jumlah tergugat dan domisili tergugat dari Pengadilan.

Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara { Perma No.1
Tahun 2016).

Penggugat dapat mengajukan permohonan mediasi setiap saat selama proses

persiangar.



pembeniiahiuan viah diienimanya sural pengaduan vieh Badan Pengawasan aiau
Pengadilan Tingkat Banding.

6. Wajib memeriksa dan memberitanukan status pengaduan kepada pelapor
sefambat-fambatnya dafam waktu U (sembilan pufufif fiary Kena sgEk
pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan
Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka
woiein ‘eowlnd noden Prngadiom wuit neasiuertelrdsem deosem  perrondean
tersebut kepada pelapor melalui surat.

B Pelayanan Infawnas:
1. Dasar Hukum:
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
b. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/I1/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan
c. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
Pengadilan.
2. Pengadilan Negeri KISARAN menyediakan informasi antara lain mengenai:

a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak
mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak
pokok dalam proses persidangan;

Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;

Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;

Tata cara memperofefi pefayanan informasi, dan;

Informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi

publik.

2. Pevgedden Memrh Weaswn wsvredelos dses ‘afureesh ‘erhederp povosemn
secara online atau melalui situs Pengadilan, dengan melakukan proses
pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.

4. Masuarakat danat mengainkan permabaonan informasi melalui petugas nada Meja
Informasi.

5. Pengadilan Negeri Kisaran memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau
tidaknya Permohonan informasi selambat lambatnya 6 [enam) hari keria.

6. Pengadiian Negeri Kisaran memberikan informasi yang diminta selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas} hari kerja sejak permohonan
informasi dimohonkan.

7. Pengadilan Negeri Kisaran dapal meminta perpanjangan waktu bila diperiukan
proses Pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan
atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk
mengganidkannya.

8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan
informasi yang diajukan, paling lambat 5 {lima) hari melalui meja informasi.

9. Pengadian akaa areaaagut biaya peryaliaan drfommast damgar biaya yaog wafar
sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

®R0 g

L. STANDAR PEIAVANAN RADA PENGADIIAN NECGERIL KISARAN

A. Dasar Hukum

HIR/Rhg

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

SKMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang
Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

o ol

o



b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin
2tan Kartu Jaminan Keschatan Masvarakat {Jamkesonas) afou Kartu Program
Keluarga Harapan (PKH) st Bt Bastmes Leasssnre Thaves S0

£. Surat pernyataan tdak mampu membayar jasa advokat yang di buat dan &
tandatangani oleh pemchon layanan pos bakum Pengadilan dan di setujui
oleh petugas pos bakum Pengadilan Negeri Kisaran.

8. Jika pemofion prodeo nidak dapat menufis atau membaca magka permofionan
beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua
Pengadilan.

2. Prowing perndpoinm perivdcenm Uriya perscoa Udn Puinvnon § PEngguRec
a. Petugas Meja I setelah menelifi kelengkapan berkas permohonan pembebasan

biaya perkara, dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya
perlarn, dizjilar kepade Ketun Pengadidan Negeri Xisaran maelaly Panitera
setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;

b. Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan
pembebasan biava gerkara herdasarkan pertimhangan Panitera sehagaimana.
dimaksud pada ayat (I] dan mengeluarkan surat penetapan pelayanan
pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam
rangkap 3 (tiga] masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera dan
pemohon;

c. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran tidak
berada ditempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil
Ketua atan Hakim yang ditunjuk.

10.Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan
memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut
diumumgian fepada masyarakat secara dergafa mefaiul papan pengumuman
Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

. orerem Rergpdnem Pde: Pengedilon Yegsh Weonsan

1. Dasar Hukum:

a. SK KMA Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pengadnan di Lingkungan lemhaga Peradilan:

b. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIil/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

c. Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 2015
Nomor 201 /BP/DLG /07 /2015 tentang Pengaduan.

2. Menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau
pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk
pelayanan publik dan atau perilaku aparat Pengadilan. Meja pengaduan tidak
menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi
perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2
{@ud)] w@nun s€o€lum pengaduan dnerima. Wnusus unwuk pengaduan temlang
pelayanan Pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak pengadu menerima layanan Pengadilan.

3. Masyarakat dagat aenyampaitkan Pengaduan arelalied aefe peagaduan atad
melalui Pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan
melampirkan bukti-buktiyang diperlukan.

4. Pefugas. maja pengaduan akan wmemherikan tanda terima veng herisi namar
pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi
mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos,
maka petuygas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah
diterima dengan memberikan nomor agenda.

5. Menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam
waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan
disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai
perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui
pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal



- Dailam hai perkara telah diputus oieh Mahkamah Agung, Pengadilan wajib
mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk
diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan
ditenima ofefi Pengadilan pengaju.

c. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali
Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap
Puuinegs g ‘wWoln ‘mersdzoefoo ‘udgom Whap sesudr {ergam ‘srherfroem
undang-undang.

Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan
FKamhall kanade Ranitacs Mude Racdate aade Mae Ratame & Rangadilan
Negeri.

Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang
dxmangkandalamQKUM.PemvataanPemm_auanKemhahdamldnenma
bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.

Pencabutan Permochonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua
Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali.
Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung, dalam hal
perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tingkat
Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga
puiuhj hari sejak putusan diterima oleh Pengadilan pengaju.

6. Pelayanan Administrasi Eksekusi

a.

b.

c.

MasyaraRat yang tefafi memiiiky putusan FPengadaiian yang Seriefuatan ffufum
tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua
Rermmdilen: Yeger: Wogarm

Pengadilan harus menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam
SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, yaitu biaya materai penetapan
Ekseluasi hiaxe pemberitabnan Aaumaniug/tegacan tertalis kepade Termahaon
Eksekusi, biaya pelaksanaan eksekusi {terdiri dari biaya Pelaksanaan
eksekusi/pengosongan, biaya sita eksekusi/angkat sita/CB}, biaya
penvampaian Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak dan
desa/kelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa kendaraan.

Pengadilan harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan
diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi
tersebut dapat dieksekusi (executable) atau tidak dapat dieksekusi (non
executable).

Jixa serdidn ditempdn langkan-tangkah sesuai ketentuan perundangan dan
ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan Hakim,
maka Ketua Pengadilan Kisaran membuat penetapan eksekusi.

Feamoiorr edselusr wany mremmbayac ganiace deneint o'l agae absedest
dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat
dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan
disertai tanda, aliti, prmhagran, herslaw. wpoeRn. Yemprnen, Hase..

Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Kisaran
harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup

sekurang kurangnva 3 ftiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

C. Perkara Pidana
7 B

Pelayanan Persidangan

a. Pengadilan menyediakan ruang tunggu khusus yang tcrpnsah di Pengadilan
bagi terdakwa/korban/saksi-saksi jika diperlukan serta jaminan keamanan
yvang memadai. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka Pengadilan akan
mengatur tempat terpisah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan
setempat.

b. Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim

untik mendapafkan pemeriksaan terpisah tanpa Ke€hadiran sdldh satu



pihak apabiia yang bersangkutan merasa tertckan atau terintimidasi secara

psikologis. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut

dengan memperhatikan kondisi psikologis pemohon.

Pengadilan wajib menyelesaikan perkara pidana dengan memperfiatikan

jangka waktu penahanan. Terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika

jangka batas waktu penahanan terlampaui. Secara khusus jangka waktu

IRuryYnnedoas pRerR s pede AT RO pilnam wledeln wicqed tarigon

i. Perkara pidana umum harus diputus dan diselesaikan paling lama 6
bulan sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal
Sacdalwe Sdak Qitahan!

ii. Perkara pidana yang terdakwanya ditahan akan diputus dan
diselesaikan oleh Pengadilan paling lama 10 hari sebelum masa tahanan
herakhir.

iii. Jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukan sesuai
ketentuan Undang-undang.

. Pengadilan wajib mengirimkan putusan pada tingkat banding kepada

Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 17 {tujuh belas) hari sebelum
masa tahanan berakhir.

Pengadilan wajib mengirimkan putusan pidana pada tingkat kasasi kepada
Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 7 {tujuh} hari sebelum masa
tahanan habis.

Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu
paiing fambdat 4 {empat Delas) hari Rerja sejak putusan aiucapkan Repada
Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Penyidik
dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

. Rezgndilec: wriihs RRTIFRITERIIKNT TRIKUT: PUTinem Pheas mpade Turdedtwa

dan JPU segera setelah putusan diucapkan. Apabila putusan diucapkan
pada sore hari maka penyampaian petikan putusan dilakukan pada hari
kenia berikniana

2. Pelauanan Sidang bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

a.

Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan wajib menyediakan ruang tunggu dan ruang sidang khusus
untuk persidangan Anak.

Hakim wajib untuk melindungi hak privasi anak dan menghindarkan anak
dart €kanan psikdiogis, makadlengan menyélenggarakan sidang ddlam
ruangan tertutup.

Hakim dalam sidang anak tidak mengenakan toga.

ol waEhy  Mmamas'iaT atumyE  JOmpamiEmT JWT  oramg  fUd acadd
wali/orang tua asuh atau penasihat hukum atau Bimbingan
Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi dan menjelaskan berbagai
bal vang hernanfaat hag. Yanantingan. 2nak. . prrSidangen..

Dalam hal diperlukan penahanan maka keputusan menahan harus
mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak atau
kepentingan masvarakat. Tempat penahanan bagi anak dipisahkan dari
orang dewasa.

3. Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan

a.

Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonan
penangguhan atau pengalihan penahanan secara lisan di depan Majelis
Hakim. atau secara tertulis dengan surat permohonan ditujukan kepada
Majelis Hakim. Surat permohonan tersebut harus menyebutkan alasan
diajukannya penangguhan penahanan.



b. Terdakwa/Penasihat Hukum/Keluarga/Wali dapat memberikan jaminan
penangguhan atau pengalihan penahanan berupa jaminan uang dan atau
jaminan orang.

c. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya farus menyebuikan besarnya
jaminan uang dalam Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan.
Pengadilan wajib menyimpan uang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan
Yogrrs 2o ‘wdst: whuriyn dharisaa pedn vatedawa T wagsn den 'Reeaga
atau kuasa hukumnya.

d. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya wajib membuat pernyataan
Yepade Halkiw habse i2 basadiz bertangooune jesad apebies landalonz jang
ditahan melarikan diri. Dalam penetapan pernyataan penangguhan
penahanan tersebut harus disebutkan identitas secara jelas dan besarnya
uang vang harus ditanggune, genigmin.

e. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukum hanya dapat mengambil jaminan
uang kembali jika telah terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

4, Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan/Tilang
. Persidangan untuk perkara pelanggaran lalu lintas diselenggarakan 1 (satu)

hari dalam 1 (satu) minggu pada hari tertentu. Dalam kondisi tertentu
Pengaliitan Gapat menyélenggarakan. stdang tiiang i€oin. dart 1 {sand) kait
dalam 1 (satu} minggu.

b. Pengadilan melaksanakan Sidang Tilang di Pengadilan pada waktu yang telah
uidemiondaT.

c. Pelanggar dapat mendatangi Pengadilan pada waktu yang ditentukan
tersebut dengan membawa bukti pelanggaran.

4d.. Pengodilan mensgymyimban, inrmasi. tentansg ipdwal sidang, prlanggaran. 'aba
lintas pada hari itu yang dimuat pada papan pengumuman atau di depan
ruang sidang.

e. Apabila Pelanggar berhalangan hadir dalam sidang maka vang bersangkutan
dapat menunjuk wakil/kuasa untuk menghadiri sidang dan bersedia
membayar sejumlah uang denda sesuai dengan yang dijatuhkan oleh Hakim
dalam persidangan.

f. Segera setelah Hakim memutus jumlah denda, Pelanggar dapat mengambil
barang bukti kepada Jaksa.

S. Pefoyanan Fengajuan Upaya HuRum
a. Pelayanan Administrasi Perkara Banding Pidana

- Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan banding
talnon wilkra 7 ookl bens wsidedn povosem Hiptedriam, oo wAYelin
putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam
pengucapan putusan. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui maka
fensmatanar  rodine fecsebut akace dialar gleh Peagadiac denaas
membuat surat keterangan permohonan banding.

- Terhadap Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu
vang, ditetapkan. Panitera harus membuatkan akta pemvataan banding
yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta
diberitahukan kepada termohon banding.

- Setiap penerimaan permchonan banding yang diajukan dalam hal
terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran harus
melaporkan pada Pengadilan Tinggi tentang permohonan tersebut paling
lambat 2 hari

- Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pemohon dan
termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara selama 7 (tujuh) hari.

- Sefama perkara Danding ©Oefum diputus ofefi Pengadilfan Tinggs,
permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah
dicabut, pemohon tidak boleh mengajukan permohonan banding lagi,
‘s el Treesi Yndnot TGEROR WHRTH TISH RGeS teadiag,



Ditin e porkdaw whaln dipulus vich Fragaddan: suniing, Sdililddi
putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada
terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta
pembermialivan puiusan daiun wakiu puing huna £ fduaf Has

b. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi Pidana
Trerdsicuutmenidcl dsonarn. Wwsh nangeidagy: Pumnalorso: Pwaaws
kepada Panitera selambat—iambamya dalam waktu I4 {empat belas} hari
sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/Penuntut
Vgawrs dlas salanivntasa dtyatkan akta aacmahanan kasast oleh Banitans

- Permohonan kasasi yang melewat: tenggang waktu tersebut, tidak dapat
diterima.

- Dalam tenggang waktu 14 {empat helasi hari setelah permohaonan kasasi
diajukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memori Kkasasi dan
tambahan memori kasasi (jika adaj. Untuk itu petugas membuat Akta
tanda terima memori/tambahan memori.

- Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memaham
hukum, Pelaksana Layanan Pengadilan {Paniteraj wajib menanyakan
alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera
mencatat aiasan permohonan Kasasi

- Panitera memberitahukan tembusan memori kasasi kepada pihak
termohon dan untuk itu petugas membuat tanda terima.

- Termofion Rasasi dapal mengajukan Ronira memori KRasasi. Jafam Hal
Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi untuk itu Panitera
memberikan Surat Tanda Terima.

- oo prsmoa 'moeesh wWom dpotis defn Mehiomedn g,
permohonan kasasi dapat dicabut cleh pemochon. Dalam hal pencabutan
dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan
tedlehih dabuln  darnt terdalbma . Atas pencabmian tfersehut, Panitera
membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera,
pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran.
Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung,

- Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan
salinan putusan kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada
terdakwa dan Penuntut Umum, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari
untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan
harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 {dua) bulan untuk
perkara yang tidak bersifat prioritas.

c. Pelayanan Admirasirasi Penirvgauan Kembali Pidana

- Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya
diterima oleh panitera Muda Pidana dan dibuatkan Akta Pernyataan
Peninjauan Kembafi serta dicatat dafam Buku Register. Panitera Muda
Pidana akan memberikan tanda terima kepada Pemohon.

- Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang
nutuodinon HUSwn, TEHATTE WEHAD TURIEIydRan Gun menvae dessun-
alasan dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam
Buku Register.

- Delam lenggang seliy 2 hav kamie satalab pammabanar BY, Katuwe
Pengadilan Negeri wajib menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa
perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah
alasan permnhaonan Peninignan Kemhali telah sesuzi dengan ketentuan
Undangundang.

- Dalam tenggang waktu 14 {empat belas) hari kerja Majelis Hakim pada
Pengadilan Negeri memeriksa apakah permochonan PK telah memenuhi
persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya
dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini




vaiaid GG Xapusitusnya . scbaga:  Penuntut Vmum  dan  gapat
menyampaikan pendapatnya.
. F?—:x:'..'yunul: PAL IS IESETLENT S TP IS

a. Terpidana/penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan grasi

‘rriadse Pruviss wonen Setvdins

b. Dalam hal pidana yang dijatfuhkan adalah pidana mati permohonan Grasi
dapat digjukan tanpa persetujuan terpidana.

o Pubtucan ;mm'\d?.nqw.;\ S .da:mt Airaahaoloon fx_v:'ae.i Adalah: Didaas Mats
Pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun.

d. Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.

e Permohonan Grasi diainkan kenada Presiden melalni Ketna Pengadilan Negeri
Kisaran yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk
diteruskan kepada Mahkamah Agung.

f. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permochonan Grasi,
selanjuinya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikinm ke Mahkamah
Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera
membuat Akta Penolakan permohonan Grasi
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